' PERLUKAH AMANDEMEN KELIMA UUD 19457

" Oleh : Prof. Dr. Mahfud MD, S.H.*

PENDAHULUAN : TIGA ARUS TENTANG PERUBAHAN UUD?

- Judul =m§kalah"yang oleh Panitia dirumuskan dalam bentuk per-tanyaa.n' .

seijérti di atas memang sangat relevan dengan wacana maupun gerakan politik

yaiig'---é'Qa_'saat ini. Sebab :s_ampai"_s'akarang kontroversi di seputar perubahan

‘UUD 1945 masih berlangsung yang pada garis besarnya terpetakan atas tiga

kelompok atau arus."Per:tam'a, kelompok atau arus yang ingin kembali ke UUD

1945 '-yat_n'g aslij* K'edua,"ke_lompok atau arus yang ingin mempertahankan
'UUD hasil amandemen® vang ada sekarang dan; Ketiga, kelompok atau arus

yang ingin melakukan perubahan atau amandemen lanjutan yang di dalam
Konvensi ini disebut Amandemen Kelima.® 3 5

7 Arus pertama digerakkan atau diikuti oleh beberapa tokoh terutama

beberapa purnawirawan “TNI yang dulunya memang telah bersumpah

* Disampaikan pada Konvensi Hukum Nasional UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand

Design Sistem dan Politik Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional - Departemen Hukum dan HAM di Jakarta tanggal 15-16 April 2008.

! Gury.Besar Fakultas Hukum UIl dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. -

' Substansi Bagian ini pernah disampaikan dalam diskusi di Fraksi PKB MPR, tanggal 10
Januari2008. .- oo L :
* Yang asli di sini dimaksudkan sebagai UUD yang ditetapkan pertama kali oleh PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diberlakukan lagi dengan Dekrit Presiden tanggal 5
Juli 1959 setelah diantarai oleh berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.

? Istilah resminya adalah “perubahan” tetapi di dalam makalah ini istilah perubahan dipergu-
nakan secara sama dengan istilzh amandemen sebab secara istilah amandemen itw memang
berarti perubahan. ' '

# Pemakalah lebih setuju menggunakan istilah amandemen lanjutan sebab kenyataannya meski
secara formal memang benar UUD 1945 diubah empat kali, tetapi secara substansial sehenarnya
hanya diubah satu kali tetapi disahkan secara bertahap empat kali. Perubakan UUD 1999-2002
itu merupakan satu rangkaian yang desain-nya disepakati pada Oktober 1999 sedangkan pem-
bahasannya dilakukan secara terus menerus selama 3,5 tahun tetapi pengesahanya dilakukan
setiap bulan Agustus sesuai dergan tahapan yang dicapai dari satu masa sidang ke masa sidang
berikutnya. Jadi perubahan itu sebenarnya hanya satu rangkaian pelaksanaan ide (desain) yang
formalitas pengesahannya dilakukan dalam empat tahap sidang. Kalau dilakukan perubzhan
empat Kali berarti yang sudah diubah pada satu Sidang Tahunan MPR diubah lagi pada Sidang
Tahunan MPR berikutnya; padahal tidak ada sama sckali perubahan atas perubahan sebab yang
ada hanya kelanjutan dari suatu konsep vang ditetapkan sejak awal. Tetapi penggunaan istilah
ini tidaklah substantif sehingga pemakalah tidak keberatan jika ada yang menggunakan istilah
amandemen kelima karena yang dilakukan MPR (1999-2002) merupakan empat kali peruba-
han. ' o '
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" untuk menjadi Sapta Margdis yang setia pada Pancasila dan UUD 19457

" Pendukung arus ini tidak banyak namun tetap ada, bahkan pada acara seminar -
-yén g dise!engga_r_akan' oleh Anggota Watimpres tanggal 3. April 2008 yang lalu
masih ada yang menyesalkan perubahan UUD 1945 tersebut. Alasan pengikut

- arusini perubahan UUD 1945 telah kebablasan, mengkhianati amanat dan hasil

--karya pada pendm atat founding people; ® emosional, terburu-bury, dan tidak
':rnenyerap aspirasi masyarakat atau disosialisasikan secara proporsional. i

Arus kedua: pada umumnya diikuti-oleh (anggota-anggota) parpol yang .-
:memahki kurs: domman di DPR dan MPR, terutama mereka yang duiunya'_
-menjadi anggota Panitia Ad Hoc T MPR yang bertugas menggodog perubahan
'UUD. 1945 -sejak lahir. 1999 sampai dengan .tahun 2002. Menurut mereka
‘perubahan lanjutan itu tidak perlu dilakukan karena hasil amandemen yang
ada sekarang sudah menyerap dan mengkompromikan semua aspirasi yang
berkembang di dalam masyarakat ketika itu. Menurut mereka harus disadari
bahwa melakukan perubahan atas UUD ifu akan menguras energi yang sangat
-besar-dan apa pun hasilnya pasti akan ada yang mempersoalkan juga; diubah
lagi pun pasti kelak akan ada yang mempersoalkan atas hasil-hasilnya. Upaya
mengubah kembali UUD berpotensi memancing konflik politik yang dapat
mengganggu upaya atau konsentrasi kita menyelenggarakan pemerintahan
untuk memperbaiki nasib rakyat, Maka bagi arus ini yang penting
melaksanakan dulu isi UUD 1945 hasil amandemen dengan sebaik-baiknya.
Harus dikemukakan juga bahwa karena kuatnya wacana perubahan lanjutan
di dalam masyarakat, meski banyak anggotanya di MPR/DPR yang tak setuju
namun parpol—parpdi_ 'pada umumnya mengatékan bahwa perubahan lanjutan
atas UUD 1945 dapat aiiakukan tetapi /iming-nya belum tepat jika dilakukan
sebe um tahun 2009. © -

Arus ketiga merupakan arus yang paling kuat karena didukung oleh
hampir semua akademisi hukum dan ilmuwan politik di perguruan tinggi,
lembaga studi Konstitusi, LSM-LSM pegiat hukum dan Konstitusi, anggota-
anggota Komisi Konstitusi, dan beberapa ormas besar. Alasan perlunya
perubahan lanjutan menurut pengikut arus ini karena dalam kenyataannya
UUD 1945 hasil perubahan memang mengandung beberapa kelemahan yang

" Di sini Pancasila selalu dijadikan satu nafas dengan UUD 1945, padahal keduanya berbeda
karena yang satu {pancasila) tidak dapat diubah sebagai modus vivendi dan steatsfundamental-
norms, sedangkan yang satunya (UUD 1945) bisa diubah dengan resudtante baru.

* Pemakalah lebih suka mengikuti pendapat Satjipto Rahardjo bahwa istilah founding fathers
sebaiknya diganti dengan istilah founding people sebab anggota BPUPKI dan PPKI yang di-
anggap sebagai pendiri negara itu ada anggota wanitanya.
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' 'harus dlperballu kemball sebagaz tuntutan yang wajar. : : C e
o Adanya perbedaan arus s;kap yang dapat dikemukakan secara terbuka S
: tanpa harus takut ditindak oleh penguasa, seperti ekspresi yang dliakukan"-': _
oleh. penglkut ketlga arus itu, harus dicatat sebagai kemajuan tersendiri dalam =~
kehndupan berdemokra51 setelah dilakukannya perubahan atas UUD 1945, -
- Kita: tak dapat membayangkan dapat mempersoalkan UUD yang berlaku =

(yakni UUD 1945) pada dua orde sebelum reformasi yakni Orde Lama (1959
' 1967) dan Orde baru (1967-1998). Pada kurun waktu yang panjang itn UUD.

]945 dzberhalakan sedermkian rupa sehmgga tak boieh dlpersoalkan 9.

PERLUNYA AMANDEMEN LANJUTAN >
- Pemakalah sendiri sependapat arus ketiga yakni perlunya perubahan ataq
amandemen lanjutan atas UUD 1945 hasil amandemen dengan tetap memberi
catatan pentmg bahwa UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang ini-
sudah membawa kemajuan dalam kehidupan ketatanegaraan kita. /
+Tak dapat dipungkiri, telah banyak kemajuan yang diraih dalam
kehidupan ketatanegaraan kita berdasar UUD 1945 hasil amandemen itu.
Kehidupan bernegara kita jauh menjadi lebih demokratis. Tak ada lagi
sensor bagi pers, apalagi pembreidelan terhadap pers, proses pemilu berjalan
demokratis, pemerintah tidak bisa lagi bersikap otoriter karena selalu dikontrol
oleh pets, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik lainnya. :
Di antara yang perlu diberi catatan khusus tentang kemajuan
ketatanegaraan kita adalah eksistensi dan prestasi Mahkamah Konstitusi (MK)
sebagai lembaga yudikatif baru. Pada masa lalu banyak sekali UU yang dibuat
secara sepihak oleh pemerintah (dan DPR hanya dijadikan semacam rubber
stamp)tanpa bisa dibatalkan meski isinya diindikasikan kuat melanggar UUD.
Perubahan atas Ul yang bermasalah pada masa lalu hanyalah dapat dilakukan
melalui Jegis/atif review yang dalam praktiknya sangat ditentukan oleh
pemerintah. Bahkan kasus perubahan RUU Penyiaran tahun 1997 menjadi
noda hitam yang sulit dihapus dari sejarah perjalanan legislasi kita. Saat itu
RUU Penyiaran sudah dibahas dan diperdebatkan dalam waktu yang lama di
DPR sampai akhirnya Pemerintah dan DPR menyetujui untuk diundangkan.
Tetapi begitu disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan
diundangkan ternyata Presiden menolak dan meminta dibahas kembali untuk
diubah sebagian isinya. Masalah inilah yang mendorong munculnya pasal 20

* Istilah diberhalakan atau pemberhalaan atas UUD 1945 ini pemakalah ambil dari ungkapan
yang sering dikemukakan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif,
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ziayat (5) da]am UUD 1945 hasxl amandemen sekarang ini.

_ Dengan adanya MK senua UU'yang dinilai bertentangan dengan UUD. o
o 'dapat dlmmtakan Judicial review (penguyan yudisial) untuk dmyatakan
o bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai -
- kekuatan -hukum. mengxkat Dapat ‘dikemukakan bahwa MK telah tampil
. _-_sebagat Iembaga negala yang mdependen dan cukup produktif mengeluarkan 9
- - putusan-putusan yang san gat mendukung bagx kehidupan ketatanegaraan yang'-j_ s

o g demokratls

Do Bayangkan saja dalam usmnya yang belum mencapai lima tahun'.'..
- " (dibentuk bufan Agustus 2003) MK sudah melakukan dan memutus pengujian

_'(Judzczal revzew), UU terhadap UUD sebanyak lebih dari 140 kali. UU yang -
diuji-memang berjumlah 63 UU, tetapi banyak UU yang chu_u lebih dari satu

kali(bahkan ada yang diuji sampai tujuh kali, yaitu UU tentang KPK) dengan.

~ materi-pengujian yang berbeda-beda. Memang dari sekian banyak putusan
MK ada beberapa (sekitar empat atau lima) putusan yang kontroversial karena
dianggap melampaui batas kewenangan dan melanggar atan masuk ke ranah
legislatif.. Pemakalah termasuk yang mengritik keras kenyataan-kenyataan
tersebut.” Tetapi harus diingat bahwa adanya empat atau lima vonis yang
kontroversial itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan vonis
yang berjumlah lebih dari 140 vonis. Selain itu harus diingat pula bahwa
sebuah vonis yang kontroversial itu belum tentu salah,

Sanggahan terhadap arus pertama
- . Sepertidikemukakandiatas pemakalah mengikuti arusyang menghendaki
perubahan kembali UUD 1945 hasil amandemen dengan kontra argumen
terhadap dua arus lainnya yakni terhadap arus yang ingin kembali terhadap
UUD 1945 yang asli maupun terhadap arus yang ingin mempertahankan hasil
amandemen yang ada sekarang ini.
~ Terhadap arus yang ingin kembali ke UUD 1945 pemakalah menyatakan
bahwa tidak benar perubahan (1999-2002) itu telah mengkhianati amanat
dan kesepakatan politik para pendiri negara tentang UUD. Sebelum UUD
1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Ketua PPKI Soekarno sendiri
mengatakan bahwa UUD 1945 yang akan disahkan saat itu adalah UUD kilat,
darurat, dan bersifat sementara yang perfu diperbaiki atau diubah kembali jika

* Saat fit and proper test untuk seleksi calon Hakim Konstitusi tanggal 12 Maret 2008 yang lalu
pemakalah mengemukakan 10 rambu yang tidak boleh dilakukan oleh MK karena kesepuiuh
hal yang dirambukan tersebut melanggar ke ranah legislatif atau melampani batas kewenangan
MK sebagai lembaga yudisial.

Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2009




o suasananya sudah kondusff Dorongan untuk mengubah kembah itu oleh para_- e

 pendiri dttuangkan }uga di daiam UUD 1945 send;r: yakm ch daIam Aturan'_';'__._' o
Tambahan yang menyatakan I S
(.l ) :Dalam enam bulan Setelah akhzrnya peperangan As:a T mur Raya '
il Preszden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal':
yang, du‘etapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. : o
(2) “Dalam .enam bulan - sesudah Majelis - Permusymvaratan Rakyat' -
i dzbem‘uk Majelzs itu berszdang untuk menempkan Undang-Undang_. g

': Isi pidato Bung Karno tanggal 18 Agustus 1945 dan Aturan Peralihan itu’
~ jelas ::'m_éndOrong dilakukannya perubahan atas UUD 1945 oleh wakil-wakil -
rakyat yang dipilih melalui pemilu jika suasananya sudah kondusif. Memang‘-' o
istilah “menetapkan UUD” yang tercantum di akhir kalimat ayat (2) Aturan’
Pmahhan ‘itubisa saja diartikan “menetapkan kembali” tetapi pengartian:
seperti'menjadi kurang logis sebab kalau sekedar pemberlakuan UUD 1945
maka yang dilakukan oleh PPKI sudah sangat kuat dan tak perlu penetapan’
kembali oleh MPR jika ingin tetap diberlakukan. Dengan demikian isi-
pidato Bung Karmo dan ketentuan Aturan Tambahan itu memang mendorong
ditakukannya perubahan atas UUD 1945 (yang asli) itu dan karenanya
perubahan yang dilakukan (1999-2002) oleh MPR bukanlah pengkhianatan
terhadap kesepakatan para pendiri, apalagi modus vivendi atau kesepakatan
luhurnya yakni “Pembukaan” UUD yang memuat Pancasila sebagai dasar:
Negara sama sekali tidak diubah.

" Tidak benar juga jika dikatakan bahwa UUD 1945 hasil amandemen
(1999-2002) dibuat secara terburu-buru dan tidak disosialisasikan untuk’
menyerap aspirasi dan bahan-bahan secara komprehensif. Dalam kenyataannya
baik waktu maupun agenda perubahan-perubahannya sudah dilakukan jauh
[ebih lama dan lebih komprehensif jika dibandingkan dengan yang dilakukan’
oleh founding people. '

- Bahkan kalau dihitung secara matematis perubahan UUD 1945 periode
1999-2002 lebih lama 12 kali lipat waktunya jika dibandingkan dengan
pembuatan yang asli. Jadi tidak dapat dikatakan perubahan itu sebagai
pekerjaan yang terburu-buru. UUD 1945 yang asli hanya dibahas dalam masa
sidang yang terputus-putus selama kira-kira 2 bulan dan 3 minggu (31 Mei- 18
Agustus 1945) dengan lama persidangan hanya 12 hari yakni Sidang Paripurna
I BPUPKI selama 4 hari (29 Mei-1 Juni), Sidang Paripurna IT BPUPKI 7 had
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o 3(10 36 Juh 1945), Sldang Pampuma PPKI yang membahas dan mengesahkan__ G
R UUD 1945 seiama 1.hari (18Agustus 1945). Ada juga tambahan 1 hari s;dang_' e
o ._Pamtia 9 yang oleh Soekamo dilaporkan sebagai sxdang yang tidak memenuhi .
; _prosedur formalztet yaxtu S:dang tanggai 22 Juni 1945 yang melahirkan .

. 'P:agam Jakarta ity )l

: Sedangkan UUD 1945 hasd amandemen dibahas selama 2 tahun .
' '}0 buian atau .34 . bulan (10 Oktober 1999 s-d- 10 Agustus 2002) dengan -
'ﬁpembahasan yang. hamp1r~hamp:r tanpa terputus-putus. Pembahasan selama -
: '34 bulaﬂ itn mencakup sidang paripurna dan sidang-sidang PAH 1 MPR di luar

' 'bulan Agustus serta penyerapan aspirasi masyarakat ke berbagai daerah dan
kampus~kampus bahkan sampai ke beberapa negara.

~:Jadi proses amandemen 1999-2002 sudah melibatkan pemikiran yang . -
sangat komprehens;f Bahwa ada yang tak puas hal itu biasa saja sebab hasil- -

amandemen adalah kesepakatan politik dari berbagai keinginan yang diagregasi .
dan. d:sarmg secara politik. Apa pun hasil penetapan dan amandemen, yang:
dulu maupun yang akan datang, pasti .ada yang tidak puas sebab rakyat itu
tidak monolitik. Yang penting agregasi dan penetapannya demokratis dan
meialm prosedur yang benar atau konstitusional. Kalau mau menunggu semua
orang puas takkan pernah ada penetapan maupun perubahan UUD.

" Ada juga yang membantah pandangan pemakalah itu dengan mengatakan
bahwa sebenarnya para pendiri bukan hanya bersidang 12 hari dalam kurun 81
hari sebab mereka sudah berpikir tentang itu- sejak tahun 1928 saat Sumpah
Pemuda dicanangkan. Tetapi pendapat ini pun sulit diterima karena pemikiran
yang muncul sejak 1928 itu masih terpencar—pencar tak ada bukti bahwa ada
kesatuan ide untuk kemudian dituangkan di dalam sebuah konstitusi yang
kemudian menjadi UUD 1945 yang asli itu. Kalau cara berpikir seperti itu
diterima maka dapat pula dikatakan bahwa upaya mengamandemen UUD
1945 pun jauh lebih lama lagi, bahkan pemikiran untuk mengamandemen pun
sudah dimulai pada hari UUD 1945 itu sendiri disahkan tanggal 18 Agustus
1945. Ini terbukti dari pidato Soekarno pada hari itu serta isi Aturan Tambahan
UUD 1945 seperti yang dikemukakan di atas. Lagi pula perubahan UUD
1945 dalam praktik pun sudah dilakukan sebelum lewat tiga bulan Indonesia
merdeka yang dilakukan melalui keluarnya Maklumat No. X tanggal 16
Oktober 1945,

Selain itu kita memiliki catatan sejarah yang Jelas bahwa faktanya

" Lihat dalam RAB Kusumah, Lahirnya UUD 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Univer-
sitas Indonesia, Jakarta, 2004.
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seiama beriakunya UUD 1945 yang asli kehldupan ketatanegaraan kita tidak '
‘pernah melahfrkan pemermtahan yang demokratis. Ini disebabkan oleh karena N
'sxsternnya yang t:dak ketat membatasi kekuasaan dengan mekanisme checks '
and’ balanc:e” UUD 1945 yang asli leblh percaya pada semangat orang,-
padahal semangat orang itu bisa dikooptasi oleh kecenderungan kekuasaan - -

‘yang korup sepertl yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa power tends to
cor rupt Vi a

ia memenuhl kebutuhan poleksosbud ketika itu dan dapat dijadikan landasan
polmk dan ketatanegaraan yang bersih dan bermoral bagi para penyelenggara
negara ket1ka itu. Kecocokan ity menjadi niscaya karena pada saat itu para
pendiri negara dan polzt:sx kita masih sangat idealis, berwatak negarawan,
tantangan atau godaan material yang d:hadap1 belum banyak sehingga tidak
banyak pula yang hams diperebutkan, dan pada saat itu para pimpinan
negara kita memang mempunyai semangat membangun negara yang bersih
kar: ena baru berhasil melepaskan diri dari pemerintahan kolonial yang korup.
Sejarawan Taufik Abdullah pernah mengatakan bahwa para pendiri negara kita
itu sangat lurus dan lugu karena belum pernah berkuasa atau selalu diperintah
oleh pemermtahan kolonial sehingga tidak tahu bahayanya kekuasaan yang
karena itu pula mereka membuat UUD yang lebih percaya pada semangat
orang daripada terhadap sistem ketatanegaraan yang ketat."?

Oleh karena kebutuhan saat ini sudah jauh berbeda, tantangan yang
dihadapi juga sudah jauh lebih kompleks, watak manusia-manusianya juga
sudah tidak seperti dulu maka UUD 1945 yang asli itu perlu diubah sesuai
dengan kebutuhan

Sanggahan Terhadap Arus Kedua

Pemakalah juga menolak pandangan arus kedua yang menghendaki agar
UUD 1945 hasil amandemen dipertahankan apa adanya dengan alasan hasil
perubahan tersebut sudah maksimal dan ditempuh melalui kerja-kerja politik
yang sangat melelahkan. Apalagi jika dikatakan bahwa upaya melakukan
Wdahl Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup, schingga pejabat

vang tadinya baik seteiah berkuasa menjad; korup juga jika sistemnya tidak ketat menutup atau
membatast peluang-peluang korupsi itu.

" Pemakalah tidak dapat menyebut sumber kutipan ini secara persis karena pendapat Taufik
Abdultah tersebut pernakatah baca di koran Media Indonesia datam satu penerbangan dari
Yogyakarta ke Jakarta sekitar akhir 1998 yang hari dan tanggalnya pemakalah lupa. Namun
isinya sangat masuk akal.
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Mesk;pun begltu pemaka[ah harus’ menegaskan juga bahwa UUD 1945 .
yang asli’ merupakan produk resultante yang sangat baik pada saat dibuat; -
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R perubahan 1tu akan mengganggu keglatan pemermtahan untuk memlerkan_:':j e
. nasib rakyat agar keluar dari keterpurukan (terutama) ekonomi. Hams diingat

L bahwa proses perubahan itu bisa dllakukan secara sejajar (bexsamaan) dengan 3

B ada di Iapangan yang berbeda yang dxurus oleh Iembaga yang berbeda pula _
' Alasan yang paling. pokok dan ‘penolakan pemakalah atas pandangan'-: '

o ar us kedua ini adalah kenyataan bahwa UUD itu, di mana pun dan kapan pun
- adalah resultante yang disepakati berdasar kebutuhan pada saat dibuat. Seperti =~
oy d:kemukakan oIeh KC Wheare. di dalam bukunya the Modern Constitutions 4

o konstltu51 adalah re.sultante catau. produk kesepakatan para pembuatnya

E berdasar snuas; poleksosbud tertentu sehingga jika poleksosbudnya berubah '

maka resu]tanr&nya Jjuga dapat diubah. Oleh sebab itu rata-rata perubahan_ -
: konstltust di dunia berjalan pahng lama setelah berlaku 30 tahun. Tak ada L
konstztu51 yang tak berubah. . 7 o
Memano UUD 1945 has:l perubahan yang ada sekarang harus diterlma
sgbag_a_l_ f_akta__ yang telah membawa kemajuan bagi kehidupan ketatanegaraan
kita. Dari sudut isi UUD hasil amandemen sudah jauh lebih maju dan
membawa kemajuan bagi kehidupan konstitusional kita. Meski begitu harus
diakui bahwa perubahan tetaplah diperlukan baik menyangkut substansi
struktur atau sistematikanya. Dari sudut struktur atau sistematika UUD 1945
ha_sil_pembahan tampak tidak harmonis, ibarat tubuh yang ukuran tangan atau
kakinya tidak seimbang. Hal ini merupakan akibat saja dari pilihan politik
kita ketika akan mengamandemen UUD 1945 yang salah satu diantaranya
melakukan perubahan dengan cara adendum.

.. Dalam kaitan ini haruslah diingat juga bahwa isi konstitusi itu adalah
pilihan politik, bukan soal “benar” atau “salah” dan bukan soal “baik” atau
“jelek.” Benar-salah dan baik-buruk adalah relatif, tergantung pada yang
memandang dan kepentingan politik masing-masing. Namun terlepas dari soal
“baik-buruk” dan “benar-salah” konstitusi yang sudah ditetapkan secara sah
menjadi mengikat dan wajib dilaksanakan. Kalau di dalam kaidah ilmu ushz
Jigh (jurisprudensi Islam) berlaku dalil “hukmul haakim yarfa’ul khilaaf]”
keputusan pemerintah (lembaga yang berwenang) mengakhiri kontroversi soal
benar atau salah dan soal baik atau jelek sehingga harus dilaksanakan. Oleh
karena isi Konstitusi itu merupakan pilihan politik maka upaya mengubah
konstitusi tidak harus selalu diartikan bahwa yang sudah ada itu salah atau
jelek. Yang pokok dari upaya perubahan konstitusi itu adalah membuat
kesepakatan politik (resultante) baru karena ada perkembangan baru atau
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:-karena ada hal hal penting’ yang terlewatkan atau karena dxtemukan masalah - &
o (kekurangan) pada konstitusi yang sudah ada atau sedang berlaku. - Dapat o
) 'dicontohkan beberapa masa]ah dan: tawaran solusi. alternatlf yang sekarang_

muncul sepem bawah inl.;

- Resultante untuk reposisi DPD

Kehad1ran DPD selama ini - dianggap bermasalah dan pemborosan: 4
_konst:tus:ona! karena fungsi, hak, dan wewenangnya tidak mengikat, Maka -
wajar _]Ika muncul gagasan untuk mencari resultante baru guna merepos;sr__ﬁ !

DPD secara konstitusional di dalam sistem ketatanegaraan kita.

~ Saat ini memang ada yang bersikukuh mengatakan bahwa kedudukan”"' .
dan fungs1 DPD tidak perlu diubah karena sejak awal DPD memang tidak =~

di-design sebaga; Senat melainkan di-design seperti sekarang ini sebagai
kelanjutan dari Utusan Daerah di masa lalu. Sebagai resultante pilihan MPR
ketika itu pemosisian DPD yang seperti itu memang tidak salah, sebab di masa
lalu Utusan Daerah itu hamp:r~hamp1r tak berfungsi, sekurang-kurangnya
jauh di bawah fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada DPD sekarang -
ini. Jadi kedudukan, fung51 dan kewenangan DPD sekarang ini sudah jauh

melampaui cikal bakalnya sendiri yakni Utusan Daerah yang pernah ada';

sebelum UUD 1945 diamandemen. .

Tetap1 kalau itu alasannya tentu teria[u sepele. Sebab kalau mau
proporsional kita dapat mempersoalkan dengan menanyakan : Apa salahnya
kalau kita membuat resuitante baru ‘mengenai design DPD? Bukankah itu.
tergantung kesepakatan kita saja? Memang pertanyaan seperti ini bisa dijawab
dengan pertanyaan balik: Apa perlunya membuat design baru bagi DPD?
Tentu saja tak ada salah dari dua pertanyaan yang bertentangan tersebut. .
Tetapi sebagai pilihan politik pemakalah memandang bahwa DPD sekarang
ini perlu direposisi agar lebih produktif, demokratis dan tidak menimbulkan
pemborosan ketatanegaraan. Lembaga ini harus diperkuat agar menjadi
bagian dari lembaga legislatif meski terbatas dalam hal-hal tertentu. Tidak ada
larangan sama sekali untuk membuat resultante seperti itu,

Ada yang mengatakan bahwa pemosisian DPD secara kuat den ikut
menjadi bagian dari legislatif, apalagi disejajarkan dengan DPR seperti Senat
di dalam sistem bikameral, adalah tidak sesuai dengan design teori negara
kesatuan yang sudah disepakati sebagai bentuk negara kita, Pandangan ini
tidak dapat diterima secara ilmiah karena dua alasan:

Pertama, sistem ketatanegaraan yang dimuat di dalam konstitusi suatu negara
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| 1tu adalah ha311 kesepakatan bangsa yang membuatnya tanpa harus 1kut;-.---'_ i
‘teori atau’ tldak ikut. teori tertentu serta sistern di negara-lain. ‘Apa pun yang [
: :dltuangkan di dalam kOﬁStlmSl itulah yang ‘berlaku. Jadi kita bisa membuat - =

design berdasar kesepakatan politik kita tanpa harus ikut atau tidak ikut teoriz . -

- dari ghli politik dan konstitum dan tanpa harus ikut atau tidak 1kut 51stem yang_

: berlaku di negara Eam

Kedua, didalam faktanya tidak ada satu teori baku tantang kaltan antara sistem
bi I\amet '!% denoan bentuk negara ka: ena ternyata banyak negara kesatuan yang -+
menganut blkameraE maupun umkamerai Data di bawah ini mempertegas

argumen tersebut: -

5 _-Sl_stem__l’-o_lxtl_k/_ i -'.....'}_umlah Negara : Jumlah Negara Penganut
.-'-'_--Ketatanegaraan' 1. Penganut Unicameral | Bicameral
Negafa pada umumnya* . [.122 .. o i | 61 (+ Indonesia)
Negara demokram 54y | 22. ig i i 32
Federal .= | : - Semua
Kesatuan | Separuh Separuh
Penduduk besar ' (Hanya Bangladesh) Semua
WilayahLuas . = - (Hanya Mozambigue) | Semua
Parlementer (40) 132 ; 8
Presidensial (10) 2 8

* Data dari IPU (Inter Parliamentary Union), Selebihnya dari IDEA (Institute
for Democracy and Electoral Asszstants -

Majeiis Pérmusyawaratan Rakyat (MPR)*

Jika dlsepakatl pa11emen atau lembaga legislatif kita menjadi dua kamar
(blkamera) sebagai ‘resuitante baru seperti yang diusulkan di atas maka
MPR dapat dlfungmkan sebagai lembaga legislatif (parlemen) yang dalam
peiaksanaan Jenis-jenis fung51 dan kewenangannya dapat dibedakan melalui
kuorum dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Ketika melaksanakan Tfungsi legislasi kuorum MPR cukup separuh
ditambah satu pada masing-masing kamar (DPR dan DPD) yang disertai
mekanisme checks and balances dengan Presiden, tetapi pada saat melakukan
perubahan UUD dan pemberhentian Presiden/Wapres tetap menggunakan
kuorum yang ada sekarang (c.q. Pasal 7, pasal 8, dan pas-al 37). Kalau gagasan
ini disetujui maka yang harus diubah atau disesuaikan, sekurang-kurangnya,

1 Bagian ini sampai beberapa bagian ke bawah disunting dari tulisan penulis yang disumbang-
kan dan dimuat di dalam buku “Menuju Sistem Presidensial yang Kuat” yang disusun oleh Tim
Kajian Konstitusi Fraksi PKB MPR RI tahun 2007 yang pemakalah sendiri menjadi ketuanya.

Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2009




Badan Pembmaan Hukum Naszonal 2009 hlm 1 _

: adalah beberapa pasal yang meﬂyangkut MPR, DPR DPD dan Presuien .

'-'-Dewan Perwakllan Rakyat (DPR) : : S
":f'DPR adaIab 1embaga perwakilan rakyat sebagal Iembaga perwaklian" -
: poimk yang anggota—anggotanya dnpxhh dari paipol melalui pemile. Lembaga

i Ani’ mempunyan fung51 Iegns!a&u pengawasan dan anggaran disertai hak-halk -

. pmiemen sepertl hak angket ‘hak mterpelasx hak bertanya, dan sebagainya.

- Jika kita® bersepakat untuk . menganut sistemn” blkameral yang umum maka___-:-'-
DPR- d}jadikan salah satu- kamar di MPR: sebagm kamar perwakilan politik -

yang ber_da_mpmgan dengan__D_P_l_f)_ sebagai kamar’ perwakilan territorial dengan -
kekuasaan Iegislatif atau membentuk UU, minimal dalam hal-hal tertentu yang
berka:tan dengan hubungan antara Pusat dan Daerah dan/atau dalam masalah
otonoml daeraia i EESEEN o SHEN ; : ; '

Presxden dan Wakil Presnden :

‘Berdasar UUD hasil amandemen Presiden dan Wakil Presiden dxp:lah
secara ldngsung oleh rakyat. Gagasan yang mendasari kedudukan dan fungsi
Presiden dengan pemilihan langsung ini adalah untuk membangun sistem
pemerintahan Presidensiil murni lembaga kepresidenan yang legitimated
dan “kuat. Namun ternyata sulit menemukan ukuran ‘murni’ dari sistem
Presidensial ini. Jika contoh Amerika Serikat dianggap sebagai sistem yang
mumi maka sistem Presiensial kita ternyata bukanlah sistem yang murni sebab
Presiden di Indonesia mempunyai hak legislasi bersama dengan DPR untuk
menetapkan UU. Padahal dapat dikatakan bahwa sistem Presidensial pada
umumnya mengikuti Amerika Serikat yang tidak memberikan hak legislasi
kepada Presiden. Di Amerika Serikat hak legislasi sepenuhnya berada di
tangan Kongres (Parlemen) tetapi Presiden mempunyai hak veto dalam
rangka checks and balances. Jadi perbedaan sistem presidensial kita dengan
sistem presidensisl yang ‘dianggap’ murni atau umum, Presiden Indonesia
mempunyai hak legislasi bersama DPR sedangkan di dalam sistem presidensial
murni Presiden tidak ikut menetapkan UU tetapi mempunyai hak veto melalui
mekanisme checks and balances. Meskipun sebagai pilihan politik masalah
ini tidak salah, tetapi kalau mau mengikuti sistem Presidensial seharusnya
Presiden tidak ikut mempunyai kekuasaan legislasi atau menetapkan UU.

Potensi Krisis Konstitusi dan Politik
Salah satu alasan perlunya amandemen kelima dalam kaitan dengan

Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2009




. im 12 - Badan Pembinaan Huln Nasional 2009

S '_Jabatan Premden Wakli Pre&den adaiah adanya potensx terjadinya kr;sm”'_.
- konstitusi . dan politik berkaitan dengan ketentuan jika Presiden dan Wakil .
.'Presaden berhalangan _tetap secara bersamaan. - Seperti : diketahui . jika:
‘Presiden: dan. Wapres berhaiangan tetap secara bersamaan, misalnya, karena
'keduanya d:kenakan zmpeachment {yang berujung pada pemberhentian) atau -
; menmggal atau rnenyatakan berhenti dalam waktu yang bersamaan maka cara_-'{ 4
penglslannya diatur-di. dalam pasal -8 ayat (3). Namun:pasal 8 ayat (3) UUD. -
1945:{tu agak bermasalah karena isi pengaturannya kurang tuntas. Pasal dan":-; :
'ayat tersebut memang mengatur tentang ini tetapi tidak mengantisipasi sama s
sekah kalau temyata tldak nmuncul pasangan-pasangan . calon sampai waktu' _

yang dltentukan 5.

- Pasal 8. ayat (3) méngatur bahwa bliamana Premden dan Wakil Pres:den;_

berhalangan tetap secara bersamaan maka kekuasaannya dilakukan oleh
friumvirat menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan
namun dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. MPR harus
bersidang untuk memilih salah satu pasangan dari dua pasangan yang diajukan
oleh. parpol atau gabungan parpol yang pada pemilu presiden sebelumnya
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. persisnya pasal tersebut,
berbunyi: = -

(3):. Jika Presiden dan Wakd Presiden mangkat berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,
Menteri -Dalam dan:Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat-
lambatnya -tiga puluh hari setelah -itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari
dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya merath suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
umum sebelumnya, sampai berakhiy masa jabatannya.

Persoalannya adalah, bagaimana jika sampai waktu yang ditentukan
salah satu atau kedua parpol atau gabungan parpol yang berhak ternyata tidak
mengajukan calon? MPR tentu tak dapat memaksa parpol atau gabungan
parpol yang dimaksud untuk mengajukan calon-calonnya. Bisa juga terjadi
gabungan parpol yang tadinya mengajukan pasangan Presiden/Wapres yang
15 Pada pertengahan Maret 2007 pemakalah pernah mendiskusikan ini dengan Ketua MPR Hi-

dayat Nurwahid tetapi sampai pada kesimpulan yang sama bahwa UUD 1945 hasil empat kali
perubahan tidak mengantisipasi hal tersebut dan itu dapat menimbulkan krisis politik,
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it __::"kemuchan mengundurkan dm ;tu t1dak lag: mau bersamawsama mengajukan : i
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o -'._.pasanﬂan calon karena: perbedaan pollt:k mlsainya salah satu parpol yang : '
~ fadinya. bergabung itu temyata tidak lagl mau- bergabung tanpa bermaksud S

- -"mengajukan calon. sendm e gk e :
Harus dungat bahwa haI m} sangat mungkm ter}adx karena perhltungan

B pohtlk dari parpol atau gabungan parpol yang berhak mengajukan pasangan =
o _CE%IQ“_ __Sal_ah satu pgrh__ltu_nga_r_a_ pqi:tlk yang mungkin dipergunakan untuk tidak

- mengajukan pasangan calon adalah karena perimbangan hasil pilihan rakyat

~dan hasil: plllhaﬂ MPR: belum tentu-sama. Pasangan yang dipilik dengan suara .
terbanyak dalam pem;]than langsung oleh rakyat belum tentu mendapat suara - -

terbanyak juga jika dipilih oleh MPR.: = R

-Marilah kita simulasikan dengan kedudukan Pres;den dan Wapres Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kaiia (SBY-JK) sekarang ini. Misalkan SBY-
JK diberhentikan oleh MPR atau keduanya meninggal dunia atau keduanya
mengundurkan'.diri' (menyatakan ‘berhenti) secara bersamaan. Dalam hal
terjadi -yang ‘demikian maka menurut pasal 8 ayat (3) jabatan Presiden/
Wapres dipegang oleh rriumvirat {mendagri, menlu, dan menhan) dan dalam
waktu 30 hari setelah itu MPR bersidang untuk memilih satu pasangan calon
pengganti Presiden dan ‘Wakil Presiden dari dua pasangan yang diajukan oleh
Partai Demokrat dan PDI-P dan koalisinya masing-masing. Dalam keadaan
demikian ‘bisa saja Partai Demokrat tidak mengajukan calon karena dengan
Jjumlah kursi yang kecil di MPR lebih mungkin untuk kalah jika dibandingkan
dengan PDI-P yang suara dan jaringannya lebih besar di MPR; Bahkan
mungkin juga keduanya tidak mengajukan calon karena pertimbangan politik
tertentu, misalnya karena waktunya terlalu pendek untuk mempertaruhkan
reputasi partai atau tokoh yang akan diusung. Bagaimana jika hal itu terjadi?
Inilah yang tidak diantisipasi oleh pembuat perubahan UUD 1945.'¢

Oleh sebab itu menjadi penting untuk dipikirkan adanya pengaturan
yang jelas tentang ini. Pengaturan tersebut hanya dapat ditempatkan di
dalam konstitusi karena masalahnya menyangkut muatan konstitusi yang
tak dapat diatur dengan UU. Banyak alternatif yang harus dicari dan dapat
dipertimbangkan untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang
berhalangan secara bersamaan. Berikut ini contoh alternatif yang dapat
dipertimbangkan untuk simulasi.

¢ Bisa juga terjadi kalau misalnya Partai Bulan Bintang yang tadinya (konon) ikut mengusung

pasangan SBY-JK bersama Partai Demokrat ternyata tidak mau lagi ikut mengusung calon
pasangan baru bersama Partai Demokrat.
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i pemilu leglslat:f

2 -Jika dan persyaratan butlr 1 ternyata hanya muncul satu pasangan. caion'_-' :
yang. memenuhl ‘syarat maka -MPR menetapkannya sebagai pasangan . -
#icalon yang mengganukan Presiden:dan Wakil Presrden yang berhalangan

" tetap secara bersamaan. -

3. lJikakeadaan berhalangan tetap itu terjadi setelah sisa masa jabatan kurang
SDE dar1 dua tahun maka penggantian Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
i é".menumt ketentuan pasal 8 ayat (3). : :

4.:]ika dari ‘persyaratan seperti ‘yang ditentukan pasal 8 ayat (3) hanya

¢+ muncul satu pasangan calon maka hak pencalonan untuk satu, pasangan
+.calon ‘berikutnya diberikan secara berturut-turut kepada parpol atau
+ ‘gabungan parpol yang pasangannya meraih urutan ketiga dan seterusnya
- pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

5..Jika .gabungan parpol yang semula mengusung pasangan calon yang
+-berhak mengajukan ternyata tidak dapat lagi bergabung untuk mengajukan
~‘pasangan -calon secara ‘bersama maka parpol yang mempunyai kursi
terbanyak di DPR di antara gabungan parpol itu yang berhak mengajukan

-pasangan calon sebagaimana-diatur di dalam pasal 8 ayat (3):
6. “Jika berdasar persyaratan pada' butir 4 tetap muncul hanya satu pasangan
~calon ‘maka MPR menetapkan satu pasangan calon tersebut sebagai

pengganti Presiden dan Wapres yang berhalangan tetap.

7. Jikakeadaan berhalangan tetapituterjadi setelah sisa masa jabatan Presiden

- dan Wakil Presiden kurang dari enam bulan maka jabatan Presiden dan
Wakil Presiden dipegang oleh triumvirat sebagaimana dimaksud pasal 8
" ayat (3) sampai habis masa jabatannya.

Alternatif tersebut dibuat untuk sekedar memancing dan mengembangkan
gagasan untuk mengantisipasi terjadinya krisis politik karena buntunya
pelaksanaan pasal 8 ayat (3). Berbagai alternatif lain dapat disimulasikan
untuk pada akhirnya dicarikan baju hukum yang tepat penuangannya.
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i _'.hka keadaan berhatan gan tetap itn terjadi sebelum dua tahun berakh;rnya_ o
e :-_'_masa jabatan Presidendan - Wakil Presiden yang bersangkutan maka -
e e -'d:adakan pemlizhan kembah secara langsung oleh rakyat dengan memilih
. salah satu pasangan dari pasangan yang diajukan oleh parpol atay. -

gabungan parpoi yang mendapat dukungan minimal 35% suara hasil




'-;Kedudukan fung31 dan kewe

. .dalarﬁ UUD 1945 hasil amandemen sudah tepat dan sesuai dengaﬁ swtem_'_ L

. _ketatanegaraanyangdxmgmkan MAmerupakansaiahsatulembagapemega ng
. kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara konvensional dengan -
| éﬁi'pat'lingkﬁhééﬁ:péradile{n yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan

militer, dan peladllan tata usaha negara, ‘Dalam b:dang peraturan perundangw: i

I 'undangan MA berwenang mengujx peraturan perundang-undangan di: bawah. .-
- ZUU telhadap peratuxan per undangnundangan yang derajatnya lebih tinggi. _
' Namun -agar ada j jamman ‘konsistensi yang lebih kuat dalam pengu_]lan_ SERE
pelatman perundang undangan sebaiknya - disatuatapkan . di ‘bawah MK
sedangkan ‘beberapa wewenang MK yang sifatnya konvensional atau ymum -

(yakni:menangani-konflik antara orang dan atan lembaga) dialihkan ke MA.
Dengan demikian. ada satu-atap penanganan konflik antar orang dan atau
lembaga-oleh MA (peradilan umum konvensional) dan penanganan konflik
peraturan melalui judicial review.oleh MK (peradilan Ketatanegaraan). Untuk
itu pe1lu amandemen atas pasal 24, 24 A dan 24C UUD 1645,

Mahkamah Konst:tusn (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman di
samping MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan, Lembaga ini
berwenang menguji UU -terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga
negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD, memutus sengketa hasil
pemilu, dan memutus pembubaran parpol. Sedangkan kewajiban MK adalah
memutus pendapat atau dakwaan (fmpeachment) DPR bahwa Presiden/Wakil
Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagal Presiden/Wakil Presiden.

Harus diakui kehadiran lembaga ini telah banyak memberi sumbangan
bagi penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum kita. Memang adakalanya
lembaga ini mendapat banyak sorotan karena beberapa putusannya yang
kontroversial, tetapi pada umumnya sudah biasa jika putusan pengadilan
ditanggapi secara kontroversial sebab yang menang merasa mendapat keadilan
sedangkan yang kalah merasa diperlakukan tidak adil.

Terkait dengan eksistensi MK ini memang ada persoalan, yakni
langkah-langkah adanya beberapa vonis MK yang dinilai melampaui batas
kewenangan dan masuk ke ranah legislatif padahal putusannya bersifat final
dan mengikat. Selain itu, seperti disebutkan di atas, pengaturan konstitusi
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'-_:: _."tentang penguyan peraturan perundang—undangan telah sedlklt merancukan"_.:_
E "_konscntrasx kekuasaan kehakiman dalam penanganan antara konﬂlk peramran_. i

. ._'dan.konﬂlk orang dan atau lembaga

'putusannya bersifat final dan mengikat lembaga ini adakalanya membuat’
pu_tusan put_usa_n ‘yang justru ‘'melampaui ' kewenangan konstitusionalnya.
Contoh kasus yang sampai sekarang menjadi ganjalan adalah putusan MK
yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi bukan termasuk hakim yang
dapat diawasi oleh Komisi Yudisial sehingga tidak ada lembaga yang dapat
mengawas: MK kecuali “Tuhan” atau masyarakat melalui pengawasan-
pengawasan yang tidak formal dan tidak melembaga.

“Oleh sebab itu menjadi wajar jika ada gagasan agar ada amandemen
UUD yang dapat membatasi kewenangan dan dapat mengontrol MK. Arahnya
adalah larangan bagi MK agar tidak membuat ultra petita (putusan yang tak
diminta oleh pemohon), putusan yang bersifat mengatur, dan putusan yang
mengabulkan permohonan pembatalan atas hal-hal yang secara atributif
diserahkan oleh UUD kepada lembaga legislatif. Arah lain dari amandemen
atas ketentuan tentang MK ini adalah perlunya pengawasan eksternal yang
dapat dilakukan oleh KY atas Hakim Konstitusi dengan memberi landasan
konstitusional baru, larangan memutus hal-hal yang terkait dengan dirinya
(asas nemo judex in causa sua). Selain itu arah amandemen juga perla

meletakkan pengujian semua peraturan perundang-undangan di bawah atap
MK.

Komisi Yudisial (KYj

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk di dalam
rumpun kekuasaan kehakiman, tetapi bukan lembaga pemegang kekuasaan
kehakiman. Menurut putusan MK No. 005/2006 lembaga ini merupakan
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" Untuk masalah yang pertama, ada beberapa putusan MK yang bermfat"'. S
5 u]tra perfta (tidak d:mmta) yang mengarah pada intervensi ke dalam b1dang§ﬁ_f.__:
EER Ieg:slam ada juga putusan yang ‘melanggar - asas nemo judex in causa sua:-'f. -
R (larangan memutus’ hai-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan
L 'yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan - -
- antara saty’ Uu. dengan UU lain padahal Judicial reviewuntuk uji materi yang - _
_-: :dapat dllakukan oleh MK adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas UU -«
' 'terhadap UUD bukan masalah benturan antara satu UU dengan UU lainnya. -
Karena itu MK~ sermg dinilai ‘menjadikan dirinya sebagai lembaga yang
- super body karena dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD bahwa




e Suppon‘ma

N muﬁ dalam pelaksanaan tugasnya temyata iangkah—iangkah KY'IT' 5

_:d;tanggapl secara kontroversaal Bahkan kewenangan lembaga ini dlpangkas.-:.._ _. 8
o _mel lu; putusan Jua’faal rewewaleh MK berdasar pe:mohanan yang dxkakukan _.1 : 4
' "oleh 30 orang “hakim’ agung " : : =

Banyaknya Iaporan masyarakat ke KY tentan penlaku haklm

.menyebabkaﬁ KY mcmbaca vonis pengad;ian bahkan memangg:l hakma untuk : :

diperiksa Langkah ini dmnggap dapat mengganggu kemandirian hakim dan:

-dapat mempengaruh1 proses perkara yang sedang berlangsung di pengadllan

Oieh sebab ity ada vsulan agar KY hanya menangani perllaku hakim dalam
hal-hal yang tak ada hubungannya dengan perkara, artmya KY hanya dapat
menangam hai hai ‘yang terkalt dengan etika saja sebab urusan perkara
sudah’ sepenuhnya diawasi oleh MA. Bahkan ada yang mengusulkan, agar
KY d;tempatkan di bawah MA, atau tetap mandul tetapi ketuanya dlrangkap
secara ex- -officio oleh Ketua MA.,

Namun ada yang sebaliknya mengusuikan agar Ketua KY lah yang
secara ex officio berada di atas ketua MA. Kontroversi tersebut sebenamya
lebih emosional daripada rasional.

Bagi pemakalah kedudukan dan fungsi KY. sebagaimana diatur dl dalam
Uub sekarang sudah tepat namun pertu penegasan kembali. Putusan MK
bahwa KY hanyaiah supporting institution dapat benar dalam kaitannya
dengan kekuasaan kehakiman, tetapi dapat ditegaskan bahwa sebagai lembaga
pengawas cksternal kedudukan KY bukan supporting melainkan dapat juga.
dlsebut sebaoal mam institution. Oleh sebab itu sebagai lembaga negara'
kedudukan KY scjajar dengan MK maupun MA.

"Amandemen atas UUD 1945 perlu dilakukan untuk menegaskan
fungsi-fungsi tersebut yang pada pokoknya mengarah pada penguatan KY
sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam kekuasaan kehakiman vang
selain'mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim di lingkungan MA j juga
mengawasi Hakim Konstitusi. Dengan pandangan ini maka pasal 246 yang
mengatur KY perlu diamandemen dan disinkronkan kembali dengan pasal
24 A dan pasal 24C.
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_ :IIOH yang khusus dtbentuk sebagaz iembaga pengaWas"_f'_'-'.
2 ekstemai bag1 Ecmbaga kekuasaan kehaklman Menurui UUD iembaga m1-5

: '._'_'-berhak mengusuikan calon haktm agung dan mempunyax wewenang iam :

v -“untuk mén_]aga martabat kehormatan dan penlaku hakim. 2
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”'_ZPENUTUP PERUBAHAN TENTANG CARA PERUBAHAN s

. Dam uraian di atas tampak _;elas bahwa amandemen lanjutan atas UUD e
: 194 hasﬂ perubahan yang ada sekarang ini memang diperlukan. Per]unya_:-_

: amandemen lan_]utan ltu bukan karena yang ada sekarang ini salah, sebab
sebaga; plhhan poht;k isi UUD 1tu tidak terkalt dengan soal benar atau salah .
dan tldak terkalt dengan soal baik atau 3elek meiamkan karena dua alasan .

o . Pertama karena ada perkembangan baru sehmgga diperlukan resulrante

' 'bam Termasuk dalam alasan ini karena terjadi perubahan poleksosbud d]_--' :
dafam rnasyarakat dan karena pelaksanaan atas isi UUD yang adamenimbulkan
persoalan baru yang tadlnya tidak diperkirakan ‘padahal masalahnya adalah
materi muatan konstltu51 sehmgga hanya bisa dlperbaxki melalui amandemen
konsﬂtusn ¢

Kedua karena ada masa!ah-masalah yang iadinya terlewatkan untuk_
diatur di daerah konstlmm padahal masalah-masalah tersebut hanya dapat
dsatur di dafam konstitusi (sebagai muatan konstitusi) baik sebagai masalah
yang berdm sendiri maupun karena harus menjadi rangkalan dari ketentuan
konst:tus; yang sudah ada.

‘Meski dari uraian di atas tampak jelas bahwa ada keperluan untuk
melakukan amandemen lanjutan atas UUD 1945 namun harus ada yang
d;pnontaskan leblh dulu yakni perubahan atas cara (prosedur) perubahan
yang diatur di dalam pasai 37 UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang
ini. Mengapa?

Berbagaa diskusi mendalam tentang amandemen lanjutan itu, seperti
terilhat juga di dalam ToR yang dikirimkan oleh Panitia Konvensi ini
kepada pemakalah, menghendaki dilakukannya perubahan lanjutan secara
komprehenSIf Padahal ketentuan pasal 37 UUD 1945 yang beriaku sekarang
hampir tidak memungkinkan dilakukannya perubahan secara komprehensif,
Prosedur parﬂbahan yang ada sekarang menghendaki perubahan itu dilakukan
dengan menunjljk pasal-pasal tertentu yang diusulkan untuk diubah disertai
ai_as_éh dan perubahannya sehingga menyulitkan kita mengusulkan satu
paket perubahan yang sistematis, saling terkait, dan komprehensif, Tepatnya

"’ Misalnya adanya patusan MK yang ternyata salah atau menimbulkan problem padahal pu-
tusan tersebut bersifat final dan mengikat. Ada kasus sengketa hasil pemilu yang oleh MK
gugatannya ditolak tetapi temyata pelakunya dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan umum
karena ternyata memang melakukan kecurangan. Contoh fain adalah putusan MK yang menge-
luarkan Hakim Konstitusi dari lingkup atau cakupan pengawasan oleh Komisi Yudisial padahal
kita, misalnya, menghendaki Hakim Konstitusi itu diawasi juga oleh KY. Karena masalah ini
merupakan materi muatan konstitusi maka pembenakannya harusiah melalui amandemen kon-
stitusi.
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o ;:-."-: pxobfem tersebut dapat dzi;hat darl ketentuan pasal 37 ayat ( I) dan ayat (2) o
- yang berbunyl s -
. el Usulperubahan pasal-pasal Undang—Undang Dasardapatdlagendakan o

- dalam suiang Majehs Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh

sekuran g-kuran gnya I/3 dam }umlah anggotaMa}ehs Permusyawaratan >

Rakyat

(2) Set:ap usui perubahan pasak-pasal Undang~Undang Dasar: dla_]ukan
- -secara tertulis dan ditunjukkan dengan jeias bag:an yang dlusulkan"' -

untuk dlubah beserta alasannya o

Ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tersebut jelas menentukan
bahwa perubahan hanya dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap perlu
diubah dan tidak secara satu paket yang komprehensif, Oleh sebab itu jika kitg
menghendaki difakukannya amandemen lanjutan secara komprehensif yang
pertama-tama harus dilakukan adalah mengubah atau mengamandemen pasal
37UUD 1945 hasil amandemen yang ada sekarang ini agar membuka peluang
bagi dilakukannya perubahan secara komprehensif itu. Selama pasal 37
tersebut belum diamandemen hampir tak mungkin bagi kita mengagendakan
amandemen lanjutan yang komprehensif.

Perubahan atas pasal 37 ‘tentang cara perubahan itu haruslah
mempertimbangkan berbagai alternatif tentang cara perubahan serta institusi
yang melakukannya yang sekarang ini banyak dikemukakan oleh para pakar.
Seperti diketahui ada yang mengusulkan agar perubahan dilakukan melalui
pembentukan satu Komisi Negara yang netral yang khusus dibentuk untuk
menyiapkan rancangan perubahan UUD yang hasilnya dapat ditetapkan
oleh MPR melalui korum tertentu. Ada juga yang mengusulkan, misalnya
yang tercantum sebagai salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Komisi
Konstitusi, agar perubahan itu dilakukan melalui referendum (permintaan
pendapat secara langsung kepada rakyat) atas sebuah rancangan UUD yang
disiapkan dengan matang oleh sebuah Komisi Negara. Pengusul referendum
beralasan bahwa UUD itu merupakan kontrak politik yang’ maha penting
sehingga harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Dari berbagai alternatif tentang cara perubahan itu perubahan atas pasal
37 UUD 1945 hasil amandemen dapat diarahkan, misalnya, pada materi-
materi sebagai berikut:

Pertama, Perubshan UUD ditetapkan oleh MPR dengan dukungan suara
minimal separuh lebih satu dari seluruh anggota MPR tetapi naskahnya
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o ::.:dLSIapkan olehsebuah K0m151Negarayang khusus d;bentuk untuk menylapkan

' :irancangan UuD. Dalam cara yang dem:kmn MPR tinggal - melakukan

= fpemungutan suara tanpa membahas lag; rancangan yang telah disiapkan oleh-: o

o -;-Komls1 Negara tersebut.: Sedangkan anggota Komisi: Negara harus terdiri
R dari negarawan atau tokoI ~tokoh yang integritasnya dikenal luas serta tidak

S -:'pamsan Komisi Neoata dapat dibentuk oleh MPR yang anggota-anggotanya i
. _'dapat d;usuikan oleh-Presiden, masyarakat dan lembaga»iembaga lain yang ..

__ﬁ__j::d]anggap perlu _- i T e T : =

- Kea’ua Pembahan UUD dxfakukan meIalut referendum -atas rancanoan: )

per_ubﬁ_han_ yang disiapkan oleh sebuah Komisi Negara yang dibentuk oleh

‘Presiden. MPR harus mengesahkan hasil referendum tanpa pemungutan suara
Jagi. Jika Altemat:f ini-yang dipilih maka bersamaan dengan perubahan atas -

pasal 37 hams pula diubah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menentukan bahwa
Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak” agar terbuka
kemungkinan bahwa untuk perubahan UUD MPR tidak harus mendasarkan
pada suara terbanyak melainkan langsung menyetujui hasil referendum.

- ~Alternatif-alternatif - lain tentang cara perubahan jitu masih dapat
bahkan perlu dikemukalkan, yang penting pasal 37 yang berlaku sekarang
harus diamandemen. dulu agar kita dapat melakukan amandemen lanjutan
secara komprehensif. Tanpa perubahan lebih dulu atas pasal 37 UUD 1945
hasil amandemen yang berlaku sekarang hampir tak mungkiniah kita dapat
melakukan amandemen lanjutan atas UUD 1945 secara komprehensif.
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